BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1.

B. Saran

Pertanggungjawaban pidana mutlak pertanggungjawaban sebagai
kewajiban yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan
(strict liability) terhadap pelaku penyelundupan secara bersama-
sama karna telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dari
adanya pertanggungjawaban pidana, mampu bertanggungjawab,
adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf, karna adanya
perbuatan melawan hukum terdakwa telah melanggar Pasal 102A
Huruf e Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang RI No. 1995 Tentang Kepabeanan Jo. Pasal
55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dari pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana. Penulis
menyimpulkan berdasarkan pertimbangan yuridis dinyatakan
dengan jelas dan tegas bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 102A
Huruf e Undang-Undang Kepabeanan sedang non yuridis terdakwa
telah mengakui akan perbuatannya dan telah berjanji tidak akan
mengulangi nya lagi, serta dilihat dari latar belakang terdakwa
adalah tulang punggung keluarganya, sehingga hakim berdasarkan

fakta didalam persidangan memberikan putusan yang adil.
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Setelah penulis menganalisa putusan Nomor 302/PID.B/2021/PN.BLS
berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka saran yang dikemukakan penulis
skripsi ini yaitu:

1. Diperlukan sosialisasi agar masyarakat memiliki kesadaran hukum
melalui program pemerintah maupun sosialisasi tentang pentingnya
hutan bakau bagi ekosistem terutama bagi masyarakat bermukin di
daerah pesisir pantai dan melakukan penanaman norma-norma
hukum terhadap masyarakat dengan upaya yang dapat dilakukan
baik oleh mahasiswa hukum maupun oleh pemerintah dengan
melakukan sosialisasi-sosialisasi dan edukasi tentang tindak pidana
Khususnya tindak penyelelundupan kayu teki/bakau melalui
penyuluhan, pemasangan spanduk, tulisan anti barang ilegal dan
lain-lain.

2. Diharapkan adanya kesadaran dengan penyuluhan masyarakat yang
menjunjung timggi pancasila untuk menjaga kelestarian hutan
bakau di Indonesia supaya terhindarnya dari bencana alah seperti
bajir air laut dan abrasi pantai yang dapat mengganggu
keseimbangan ekosistem

3. Perlunya pengawasan dari penegak hukum dengan cara patrol rutin
agar lebih waspada dengan adanya para pelaku pencurian dan
penyelundupan kayu bakau keluar negri, mengingat akibat yang
ditimbulkan dari hal itu sangat besar, selain merugikan Negara

secara materil juga dalam brntuk immaterial.
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